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PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 15 November 1969, agama
Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang berkantor di
Graha Citra Pesona Kav 25-26 Dusun Parung Rt. 011
Rw. 004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota
Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei
2019 yang terdaftar di register Pengadilan Agama Kota
Banjar Nomor 274/K/V/2019 tanggal 7 Mei 2019,

sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Juli 1967, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTP, tempat

kediaman di Jakarta Utara sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2019 telah
mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kota Banjar, dengan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Bjr, tanggal 07 Mei
2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 11 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pataruman kota Banjar dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 11 Januari 2007;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi alloh,
Swi;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai
rumah sendiri dan tinggal mengontrak rumah di Jakarta Utara;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, dimana Penggugat menjalankan kewajiban

sebagai isteri, begitu pula Tergugat menjalankan kewajiban sebagai suami;

5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai

anak;

6. Bahwa kemudian sejak Januari 2017 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk bersatu kembali;

7. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarnakan
Tergugat kurang cukup dan kurang bertanggungjawab dalam hal pemberian

nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember

2017 diamana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
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tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini masing &€ masing
beralamat tersebut diatas;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah
tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi
menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak
madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada
harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang No. 1 tahun 1974, yang menyatakan Untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat
rukun sebagai suami isteri dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
yang menyatakan Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan
hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk
diperiksa, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat kepada Penggugat ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
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4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang
menghadap sendiri di depan sidang dengan didampingi / diwakili kuasanya
yang sah berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kuasa
Pengadilan Agama Kota Banjar dan telah pula menyerahkan fotokopi bukti
berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat, sedangkan Tergugat
tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan berita acara
panggilan yang telah dibacakan di persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Jakarta Utara tidak dapat menyampaikan relaas karena alamat
Tergugat tidak lengkap dan Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat
lengkap Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta
penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut

Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/111/2011 perihal Penjelasan Surat
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/V1/2010 angka 2
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dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah
advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi
dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau

sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah
sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum a

quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan
fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga masih tercatat

sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat telah
dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Penggugat untuk
mengajukan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Kota
Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan
dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo

telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa gugatan diajukan serta ditandatangani oleh kuasa
Penggugat atas dasar kuasa khusus sehingga pengajuan surat gugatan
tersebut mandat dari kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Penggugat dapat
mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat

memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan ternyata relaas panggilan
Tergugat yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta

Utara tidak patut karena alamat Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa penyebutan identitas para pihak dalam sebuah surat
gugatan merupakan keabsahan syarat formil sebuah gugatan maka dengan
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alamat Tergugat yang tidak lengkap membuat kediaman Tergugat tidak
diketahui secara pasti dan identitas Tergugat menjadi kabur atau tidak jelas
yang akhirnya mengakibatkan cacat formil terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama jis. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2019
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3), kepada Penggugat
dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum syara’ serta peraturan perundangan berlaku

yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Bjr tidak dapat diterima /
NO (Niet ontvankelijk verklaard);

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Encep
Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosh Farchaty, S.H.I dan
H.Achmad Fausi, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
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oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Siti Alosh Farchaty, S.H.I Encep Solahuddin, S.Ag.
Hakim Anggota,

H.Achmad Fausi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp145.000,00
4. PNBP Rp. 10.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp6.000,00

Jumlah Rp251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)
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